PENETAPIMAN
Nomor 20 GZ TGN KT

DEMI KEADILAN NERDASARKAN KETUHANAN YANG MATIA ESA

Pengadilan: Negeri Katinnda vonge memeribsn dan memutng pekari-perkara
perdata pada tnpkat pedan, telahe menpmbikin penctapan sebaga berikut dalam

perhara gugatan antara:

TRESNL, tempat lahir Magelang, tanggal Tahir 06 Juli 1952, pekerjuan Petani/
Pekebun, Deralnmat Ji Desa Marga Apung Blok DL
Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, dalam
hal ini memberikan  Surat lzin Khusus Insidentil kepada
Mulyadi, Alamat dan nggal lahirs Marga Agung, 06 Mei
1969, Pekerjaan: Petani atau pekebun, Alanmal tempat tinggal:
Dusun 111 Marga Agung RT/RW.005 Desa marga Agung
Kecamatan  Jali - Agung  kabupaten  Lampung  Selatan.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor © W9-
U4/03/0T.01.03/1v72016. Pada tanggal 27 April 2016, yvang

sclanjutnya disebut sebagai Pengguga,
Lawan

I. NGADLIONO, beralamat JL. Desa Marga Agung Blok D [, Kecamatan
Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. yang selanjutnya

discbul sebagai Tergugat I;

2. BADAN PERTANAIIAN NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN, beralamat di Komplek Pemda Lampung Selatan
Kecamatan  Kalinnda  Kabupaten Lampung  Selatan  yang

selanjutnya discbut sebagai Tergugat I1;
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Penetapan Ketua Penpadilan Neperi Knlionda tanggal 13 April 2016 Nomor

21PdLG2006 PN K L tentang penonpukan Majelis Hakim:

Berkas perhara beserta suratsurat Tnin yang hersangkutan; Penctapan Majelis

Hakim  Penpadilan Negeri Kalianda unggal 13 April - 2016 Nomor

2L PACGR0TGPN KT tentang penctapan hari siding;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 13 April 2016
vang diterima dan didaftarkan di Kepaniterann Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal

15 April 2016 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Kla, telah mengajukan gugalan

dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:
Untuk Pengeugat telah menghadap kuasa Khusus Isendentil tersebut;

Untuk Tergugat I, I, masing-masing tidak hadir, sendiri atau kuasanya tersebut:

Menimbang, bahwa oleh karena ilu pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk
Persidangan yang kedua kalinya untuk acara mediasi penunjukan mediataor , namun
sebelum mediasi penunjukan mediataor, di dalam persidangan tanggal 04 Meil 2016.
Penggugat melalui kuasa khusus Insindentil hukumnya, telah menvampaikan Surat
tanggal 04 Mei 2016, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugal

bermaksud untuk mencabut gugatan dalam perkara aquo dengan alasan untuk perbaikan

sural,

Menimbang, bahwa menurut ketentunn Pasal 271 Rv (Reglemen op de
Burgerlijke Rechtsvordering) Pengpugal dapat mencabut perkaranya dengan syarat,
asalkan hal it dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam
Putusan Mahkamah Agung Rl No. 1841 K/PdV1984, tanggal 23 November 1985
ditegaskan  bahwa  selama  proses pemeriksaan perkara  di persidangan  belum
berlangsung, Penggugal berhok mencabut gugatan tanpa persetujuon Tergugat. Seteloh
proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan musih boleh dilakukan, dengan syarat
harus ada persetujuan pihak Tergugal. (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, Hukum
Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan,

Jakarta: Sinar Grafika, Cet. [11, Desember 2005, hal. 82-83):
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r i 'S
Menimbang, bahwa dalam Buku 1l Malkamah Agung Republik Indunesi
Peradilon Perdata Vmum Dan I"erdati

pihik

rentang Pedoman Teknis Addiministrasi Dan Teknis

- : aliay . upit e UL S
K husus Budisi 2007 halaman 87 disebutkan baliwa Gugatan doapait dicabut see
pi ik Terpugnl sudih memberikan

apabilia Tergugat helum memberikan fwahan et
fowaban maka pencabuian perkan s mendapat  perselujuim dart Tergugat.

Selanjutnva dalam halaman 85 disebutkan baliwa apabila pogatan dicabut, miuka

ditwanghin dalom bentuk penetopumg

Menimbang, bahwa dalum perkara aguo. Penppugat melalui kuasanya telah
mencabut Gugatannya sehelum Gugatan terehut dibacakan di persidangan dan sckaligus
sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban, oleh karena itu Penggugat dapat mencabul

Gugatannya tanpa persetujuan Par Tergugal;

Mebimbang, bahwa berdusarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Pengguga

melalui kuasa Khusus Insidentil hukumnya. dapat dikabulkon:

Menimbang, bahwa karena  permohonan  pencabutan  gugatan  Penggugal
dikabulkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besamya

akan disebutkan dalam amur Penctapan ini;

Mengingat dan memperhatikun Pasal 271 Ry (Reglemen op de Burgerlijke

Rechisvordering) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang dimohonkan Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkarn Nomor 21/PduG/2016/PN.Kla tidak  dapal

dilanjuikan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pengpugat sebesar Rp 661.000,00. (enam ratus

enim puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkon dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Kalianda pada Huri Rabu anggal 04 Mei 2006 oleh kami HENENG PUJADI,
SAL ML selaku 1akim Ketua, WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.11., M.H. dan
CHANDRA REVOLISA, S.H.M.IL, masing-masing seluku Ilakim Anggota, penetapan
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P Kot dengan didiimpingi olel 1akim

mana diveapkan dalam sidang vang terbuka untak wmom pada hard it juga aleh Hakim
Anpgotn, dibwatn oleh JAMALUDIN, S.0L.,
sclaku Panitera Penpganti Peupadilun Negeri Kalinndn dengan dibadiri pula oleh kuasa

Penggugat tanpa diladin Para Tergupat

- .I.;,
[Takim .}'\nggul:l

DB/ '\jU KUMORO, S.11., M.11I.

CHANDRA REVOLISA, SH..MIT..

Perincian Biava Perkara:

-

Pendaliaran :Rp
ATK :Rp

STEMPEL

Hokim Ketua
METERAL (3"

K AM RITL RUIA H

HENENG PUJADI, S.H., M.

PaniL? Pengganti

/d -

JAMALUDIN, S.H.

30.000,00
50.000,00

Panggilan :Rp 570.000,00

Redaksi :Rp
Materai :Rp

5.000,00
6.000,00

JUMLAH Rp
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